KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 3Y/KEP/HK/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif
dan efisien serta untuk meningkatkan kinerja Aparatur
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur khususnya pada Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan standar
operasional prosedur administrasi pemerintahan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a , perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Perubahan  Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan Pada Badan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan.....



Menetapka
KESATU

KEDUA

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun
2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 27);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun
2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2023 Nomor 095);

MEMUTUSKAN :

: Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada

Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang
meliputi:
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3.
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SOP Pengajuan SPP dan SPM TPP;
SOP Verifikasi Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj);
SOP Pengajuan Tor Perjalanan Dinas Badan Keuangan
Daerah;
SOP Penerbitan Spm Up/Gu/Tu/Ls;
SOP Pengajuan Spp Dan Spm Gaji Pegawai,
SOP Penyusunan Laporan Tahunan Keuangan di Badan
Keuangan Daerah;
SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester
Keungan Badan Keuangan Daerah;
SOP Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Keuangan
Daerah;
SOP Pengajuan SPP Ls Dan SPM Barang Dan Jasa,;
SOP Evaluasi Kinerja Pegawai Bulanan (SKP Bulanan);
SOP Evaluasi Kinerja Pegawai Tahunan (SKP Tahunan);
SOP Penanganan Surat Keluar Badan Keuangan Daerah,
SOP Penatalaksanaan Absensi Sidik Jari;
SOP Penerbitan Nota Dinas Mutasi PNS;
SOP Penerbitan Nota Dinas Permintaan Laporan;
SOP Peneribitan SK Kenaikan Gaji Berkala;
SOP Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
SOP Pengajuan Surat Usulan Cuti ASN Badan Keuangan
Daerah;
SOP Pengajuan Surat Usulan Kenaikan Pangkat Aparatur
Sipil Negara Badan Keuangan Daerah,;
SOP Pengajuan Surat Usulan Pensiun Aparatur Sipil Negara
Badan Keuangan Daerah;

21. SOP Pengusulan....
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. SOP Pengusulan Karis/Karsu;

SOP Pengusulan Sk Tugas Belajar/Izin Belajar;

SOP Penyusunan Laporan Disiplin ASN;

SOP Penyusunan Laporan Kehadiran Pegawai;

SOP Permohonan Izin Tidak Masuk Kerja/Terlambat Masuk
Kantor/Pulang Awal;

SOP Permohonan Izin Tidak Masuk Kerja Kerja Karena Sakit
SOP Revisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

SOP Penaganan Surat Masuk Pada Badan Keuangan Daerah;
SOP Penerbitan Nota Dinas Penampatan Mahasiswa
Penelitian /Magang;

SOP Pengarsipan Dokumen/Naskah Dinas;

SOP Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintah (SAKIP);

SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan
Tahunan;

SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
SOP Penyusunan Rancana Kegiatan dan Anggaran (RKA);
SOP Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ);

SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (LPPD);

SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan
(RKA Perubahan);

SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja);

SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra);

SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);

SOP Pendokumentasian Daftar Informasi Publik Yang
Dikecualikan;

SOP Pendokumentasian Informasi Publik;

SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik
Yang Dikecualikan;

SOP Pengujian Tentang Konsekuensi;

SOP Penetapan Dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik;
SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik;

SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi Publik;

SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik;

SOP Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik;

SOP Pencairan SP2D Melalui CMS Online;

SOP Pelaksanaan Kegiatan Tim Penyelesaian Kerugian
Daerah (TPKD) dan Sekretariat TPKD;

SOP Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;

SOP Penerbitan SP2D LS Gaji;

SOP Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan Buku Kas Umum
(BKU);

SOP Pemungutan Dan Pemotongan Fihak Ketiga (PFK);

SOP Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Kredit Kendaraan;
SOP Penerbitan Daftar Gaji;

SOP Pemeriksaan Kebenaran Perubahan Gaji OPD;

59. SOP Penerbitan....
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SOP Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD;

SOP Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran

(SKPP);

SOP Usulan Ganti Uang Persediaan (GUP);

SOP Usulan Tambahan Uang Persediaan (TUP) ;

SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Daerah;

SOP Penyusunan Keputusan Gubernur Tentang Hasil

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati /Walikota

Tentang Penjabaran APBD;

SOP Penyusunan Keputusan Gubernur Tentang Hasil

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

SOP Penyusunan Keputusan Gubernur Tentang Hasil

Evaluasi Rancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

SOP Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan

Bupati/Walikota Tentang Penjabaran APBD

Kabupaten/Kota,;

SOP Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota

Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota,;

SOP Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan

Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran Perubahan

APBD Kabupaten /Kota,

SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

SOP Penyusunan Perubahan Dokumen Pelasanaan Angaran

(P-DPA) SKPD;

SOP Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;

SOP Penyusunan Dokumen Perubahan  Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur;

SOP Penyusunan Nota Kesepakatan Bersama Antara

Pemerintah dan DPRD Tentang KUA-PPAS;

SOP Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara Anggaran,;

SOP Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara Perubahan;

SOP Verifikasi RKA dan P-RKA; dan

SOP Penyusunan Nota Kesepakatan Bersama Antara

Pemerintah dan DPRD Tentang Perubahan KUA-PPAS.
KETIGA.....



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan:

: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Dalam

Diktum KEDUA dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara
pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

: Dalam rangka menjamin mutu pelayanan yang pelaksanaannya

sesuai dengan SOP AP, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan
secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.

: Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEEMPAT dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian
dan Umum Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 JANVAR| 2025

PJ. GUBERNUR JUSA TENGGARA TIMUR,

\
ANDRIKO NOTO SUSANTO

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Paraf Hierarki

Sekretaris Daerah

T-

Asisten Pemerintahan dan Kesra /Q_

Plt. Kepala Biro Hukum




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP 01 Tahun 2024
| Tanggal Pembuatan 14 agustus 2020
Tanggal Revisi 23 Oktober 2024
| Tanggal Efektif
Disahkan oleh Pit. Kepala Badan Keuangan Daergh
WProvinsi Nusa Tenggara Tigr,
Drs.Benhard Menoh, MT
/ Pembina Tingkat |
NIP. 19720512 199101 1 001
Judul SOP Pengajuan SPP dan SPM TPP

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-
Kaidah Pengelola Keuangan Yang Sehat Dalam Pemerintahan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata cara Penatausahaan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya, serta Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat
Pencairan Dana.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 121 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 111 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

10.

1. PNS, jujur, teliti, tanggung jawab
2. Memahami peraturan perundang-undangan
3. Memiliki kemampuan membuat SPP dan SPM

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan : -

1. SOP Verifikasi Dokumen SPJ
2. SOP Laporan Kehadiran Pegawai

1. ATK

2. Komputer/laptop dan Printer

3. Daftar gaji, absensi kehadiran

4. SK Kenaikan Pangkat, SK Berkala

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pengajuan SPP LS dan SPM TPP tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat
pelaksanaan kegiatan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPP dan SPM




Menerima kelengkapan dokumen pembayaran

Kelengkapan

Terhimpunnya

TPP dari Sub Kepegawaian dan Umum, dokumen TPP data pengajuan
mencetak Daftar bayar TPP dari aplikasi TPP TPP
ASN, serta menginput dan mencetak SPP
dan SPM pada aplikasi SIPKD untuk diajukan
ke Bendahara Pengeluaran.
Menandatangani SPP TPP dan mengajukan SPP dan SPM 30 Menit |SPP TPP yang
SPP dan SPM SPP ke Kepala Sub Bagian TPP telah
ditandatangani
Bendahara, SPM
TPP
Memeriksa SPP dan SPM TPP. Jika setuju, SPP TPP yang 1Jam |SPP TPP yang
memaraf dan menyampaikan kepada Tidak telah telah
Sekretaris. Jika tidak setuju, dikembalikan ditandatangani ditandatangani
untuk diperbaiki Ya Bendahara bendahara
Pengeluaran, Pengeluaran, SPM
SPM TPP TPP yang diparaf
Kepala Sub
Bagian
Memeriksa SPP dan SPM TPP. Jika setuju, SPP TPP yang 30 Menit [SPP TPP yang
memaraf dab menyampaikan kepada Kepala telah telah
Badan. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk Tidak ditandatangani ditandatangani
diperbaiki bendahara, SPM Bendahara, SPM
Ya TPP yang diparaf SPP yang diparaf
Kepala Sub Sekretaris Badan
Bagian
Memeriksa SPP dan SPM TPP. Jika setuju, SPP TPP yang 30 Menit |SPP dan SPM
menandatangani dan menyampaikan kepada telah TPP yang
Sekretaris. Jika tidak setuju, dikembalikan ditandatangani disahkan
untuk diperbaiki Bendahara
Pengeluaran,
SPM SPP yang
diparaf Sekretaris

Badan




- Mes Kepa laun u ]

S an

10 Meni

P an

mendindaklanjuti SPP dan SPM TPP yang TPP yang TPP yang
telah disahkan disahkan disahkan
Memerintahkan Bendahara untuk SPP dan SPM 10 Menit |SPP dan SPM
menindaklanjuti SPP dan SPM TPP yang TPP yang TPP yang
telah disahkan disahkan disahkan
Mendistribusikan dan mendokumentasikan SPP dan SPM 1Jam |SPP dan SPM
SPP dan SPM TPP . TPP yang TPP yang
disahkan disahkan, bukti

dokumentasi




Nomor SOP 02 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 14 agustus 2020
Tanggal Revisi 23 Oktober 2024
| Tanggal Efektif
Disahkan oleh Pit. Kepala Badan Keuangan Daera
Y Provinsi Nusa Tenggara r,
PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT /| Pembina Tingkat|
NIP. 19720512 199101 1 001
SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP Verifikasi Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-Kaidah Pengelola
Keuangan Yang Sehat Dalam Pemerintahan

. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

& W

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor
19 Tahun 2017 tentang Tata cara Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya, serta Penerbitan Surat
Perintah Membayar dan Surat Pencairan Dana.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 121 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Peraturan Gubernur Nusa Tenggera Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

9.

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan
2. Memiliki kemampuan dalam pembukuan

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan

1. ATK

2. Komputer/laptop dan Printer
3. DPA, Kwintansi, Nota , Pajak

#“Oringmn .

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tidak diverifikasi sesuai prosedur maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Menerima rincian pertanggungjawaban

DPA, kwitansi, pajak,

keuangan dari pengelola program pada bidang- nota belanja nota belanja

bidang dan mengecek kelengkapannya.

Apabila tidak lengkap dikembalikan ke bidang-

bidang

Bersama Bendahara pengeluaran melalukan DPA, kwitansi, pajak, | 2 Hari |Dokumen SPJ

verifikasi SPJ nota belanja terverifikasi (kwitansi

dan bukti belanja)

Menginput kwitansi dalam aplikasi SIPKD dan Dokumen SPJ 4 Minggu |BKU elektronik, LPJ,

melaporkan kepada Bendahara pengeluaran terverifikasi (kwitansi SPJ Fungsional, BKU,
dan bukti belanja) Pajak

Verifikasi ulang Buku Kas Umum (BKU) SIPKD Tidak BKU elektronik, LPJ, 2Jam |SPJrampung

dalam bentuk hasil print out dari aplikasi SPJ Fungsional, BKU, (terverifikasi)

SIPKD dan menyampaikan kepada Kepala sub Ya Pajak

bagian

Memeriksa verifikasi SPJ rampung. Jika setuju SPJ rampung 1Jam |SPJrampung

memaraf dan menyampaikan kepada Tidak Ya (terverifikasi) (terverifikasi)

Sekretaris badan. Jika tidak setuju,

dikembalikan untuk diperbaiki

Memeriksa verifikasi SPJ rampung. Jika setuju Tidak Ya SPJ rampung 1 Jam |SPJ rampung

memaraf dan menyampaikan kepada Kepala (terverifikasi) (terverifikasi)

Badan. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk

diperbaiki Tidak

Memeriksa SPJ rampung. Jika setuju SPJ rampung 1Jam |SPJ rampung yang

menandatangani. Jika tidak setuju, (terverifikasi) disahkan

dikembalikan untuk diperbaiki

Ya




Menugaskan Kepata sub bagian untuk SPJ rampung yang SPJ rampung yang
menindaklanjuti SPJ rampung yang disahkan disahkan disahkan

9 |Memerintahkan Bendahara pengeluaran untuk SPJ rampung yang 10 Menit |SPJ rampung yang
menindaklanjuti SPJ rampunh yang disahkan disahkan disahkan

10 |Mendistribusikan dan mengarsipkan SPJ A SPJ rampung yang 1Hari |SPJrampung yang
rampung yang disahkan selesai disahkan disahkan, bukti

dokumentasi




Nomor SOP 03 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan 14 agustus 2020

Tanggal Revisi 23 Oktober 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Pit. Kepala Badan Keuangan Daerah
'fProvinsi Nusa Tenggara Timur, /l

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN KEUANGAN DAERAH Drs.Benhard Menoh, MT
SEKRETARIAT Pembina Tingkat |
NIP. 19720512 199101 1 001
SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP Pengajuan TOR Perjalanan Dinas Badan Keuangan Daerah
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. Pendidikan minimal D-4
2. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat | 2. Memahami peraturan perundang-undangan

dan Pemerintah Daerah 3. Menmiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-

Kaidah Penaelola Keuanaan Yana Sehat Dalam Pemerintahan
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah

7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 121 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer/laptop dan Printer
3. SOP Penanganan Nota Dinas 3. DPA, TOR, RAB
4. BKU
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka tidak bisa mengajukan GU/TU dan rekonsiliasi laporan Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
- i b P’“ﬁ:m;:‘:"" Kepala SubBagian | Sekretaris Badan | KepalaBadan | Kelengkapan Waktu Output -
1 2 3 4 ) 6 7 8 9 10
1 |Membuat konsep TOR perjalanan dinas kemudian Disposisi, agenda 30 menit [Konsep TOR
menyampaikan ke kepala sub bagian kerja perjalanan dinas
2 |Memeriksa dan memaraf TOR perjalanan dinas i A Konsep TOR 10 menit  |Konsep TOR
yang diajukan. Apabila setujy memaraf dan Ya perjalanan dinas perjalanan dinas
diteruskan kepada Sekretaris badan, Apabila tidak Tidek \/
setuju dikembalikan kepada pengadministrasi 1
keuangan
3 |Memeriksa dan memaraf TOR perjalanan dinas Tidak Konsep TOR 10 menit  |Konsep TOR
yang diajukan.Apabila setuju memaraf dan i perjalanan dinas perjalanan dinas
diteruskan kepada Kepala Badan, Apabila tidak \A/
setuju dikembalikan kepada kepala sub bagian
4 |Menelaah, mengoreksi dan menandatangani TOR Konsep TOR 20 menit | TOR perjalanan
perjalanan dinas yang diajukan. Tidak ) perjalanan dinas dinas
Ya
5 |Memproses TOR perjalanan dinas menjadi SPT TOR perjalanan 10 menit | TOR perjalanan
dan SPPD di asisten dan biro umum dan dinas dinas

menyerahkan pada ASN yang ditugaskan.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP 04 Tahun 2024
| Tanggal Pembuatan 14 agustus 2020
| Tanggal Revisi 23 Oktober 2024
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah
‘{Provlnsi Nusa Tenggara Timdr, [(
Drs.Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat |
NIP. 19720512 199101 1 001
Judul SOP Penerbitan SPM UP/GU/TU/LS

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-Kaidah
Pengelola Keuangan Yang Sehat Dalam Pemerintahan

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah

6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 121 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penatausahaan,
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Dan Penyampaiannya Serta Penerbitan Surat
Perintah Membayar Dan Surat Perintah Pencairan Dana

1. Pendidikan minimal D-4
2. Memahami peraturan perundang-undangan
3. Memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan

Keterkaitan : Peralatan/Periengkapan :
1. SOP Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Pemeriksaan Kebenaran Daftar Penguii 1. ATK
SP2D Belanja Langsung Barang dan Jasa 2. Komputer/laptop dan Printer
3. DPA, TOR, RAB
4. BKU
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Penerbitan SPM UP/GU/TUILS tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat pelaksanaan
program dan kegiatan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPM UP/TU/GU/LS




Membuat konsep an menyampaikan

kepada Kepala sub bagian telah ditandatangani
Kepala Badan
Meneliti dan memverifikasi konsep SPM Konsep SPM 1Jam |Konsep SPM UP/GU/TUILS
UP/GU/TUILS. Jika setuju, memaraf dan Tidak Ya UP/GUITULLS
menyampaikan kepada Sekretaris Badan. Jika
tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki
Memeriksa konsep SPM UP/GU/TUILS. Jika Konsep SPM 1Jam |Draft SPM UP/GU/TULS
setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Tidak Ya UP/GU/TULS
Kepala Badan. Jika tidak setuju, dikembalikan
untuk diperbaiki
Memeriksa draft SPM UP/GU/TUILS. Jika Tidak Draft SPM UP/GU/TULS | 1Jam |SPM UP/GU/TULS
setuju mendandatangani dan menyampaikan
kepada Sekretaris badan . Jika tidak setuju,
dikembalikan untuk diperbaiki
Menerima dan menugaskan Kepala Sub SPM UP/GUITUILS 10 Menit |SPM UP/GU/TUILS
bagian untuk menindaklanjuti SPM
UP/GU/TULS
Menerima dan memerintahkan Bendahara SPM UP/GUITULS 10 Menit |SPM UP/GU/TUILS
Pengeluaran untuk menindaklanjuti SPM
UP/GU/TULS
Mendistribusikan dan mendokumentasikan SPM UP/GU/TUILS 30 Menit |SPM UP/GU/TUILS, bukti

SPM UP/GU/TUILS

dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP 05 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan 14 agustus 2020

Tanggal Revisi 23 Oktober 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Pit. Kepala Badan Keuangan Daera
\p Provinsi Nusa Tenggara Timur, /I

Drs.Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat |
NIP. 19720512 199101 1 001

Judul SOP Pengajuan SPP dan SPM Gaji Pegawai

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan
Kaidah-Kaidah Pengelola Keuangan Yang Sehat Dalam Pemerintahan

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 121 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Dan Penyampaiannya
Serta Penerbitan Surat Perintah Membayar Dan Surat Perintah Pencairan Dana

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan Laporan Keuangan

2. Memahami tata Naskah Dinas.
3. Memahami Sistematika Penyusunan laporan

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penyusunan Laporan Bulan, Triwulan dan Semester Keuangan 1. ATK
2. SOP Laporan Keuangan Tahunan Keuangan 2. Komputer/laptop dan
3. Daftar Gaji.

4. SK Kenaikan Pangkat, SK berkala

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Pengajuan SPP dan SPM Gaji Pegawai tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan
menghambat pembayaran gaji pegawai

Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPP dan SPM




Membuat konsep rincian daftar gaji pegawai Data kepegawaian, form Konsep daftar gaji
dan menyampaikan kepada Verifikator SPP LS Gaiji, SK pegawai
keuangan Kenaikan Pangkat dan SK
Berkala
2 |Memerikasa konsep daftar gaji jika setuju, Konsep daftar gaji 1 Hari |Konsep daftar gaji
menyampaikan ke bendahara jika tidak pegawai pegawai
setuju,dikembalikan untuk diperbaiki
3 |Memeriksa konsep daftar gaiji. Jika setuju, Konsep daftar gaji 1 Hari [Konsep daftar gaji
menyampaikan kepada Kepala Sub bagian. Tidak pegawai pegawai
Jika tidak setuju, dikembalikan untuk
finarhaiki
4 |Memverfikasi konsep daftar gaji yang Konsep daftar gaji 1 Hari |Daftar gaji
diajukan. Jika setuju, menyampaikan kepada pegawai pegawai
Bendahara pengeluaran untuk diajukan ke terverifikasi
Bidang Perbendaharaan. Jika tidak setuju,
dikembalikan untuk diperbaiki
5 |Mengajukan daftar gaji pegawai yang telah Daftar gaji pegawai 1 Jam |Daftar gaji final
diverifikasi ke Bidang Perbendaharaan terverifikasi
6 |Membuat SPP dan SPM Gaji sesuai dengan Daftar gaji final 1 Hari |Draft SPP dan
perubahan serta menyampaikan kepada SPM LS Gaji
Kepala sub bagian
7 |Memeriksa SPP dan SPM Gaiji. Jika setuju, Tidak Draft SPP dan SPM LS 1Jam |Draft SPP dan
memaraf dan menyampaikan kepada Ya Gaji SPM LS Gaji
Sekretaris badan. Jika tidak setuju,
dikembalikan untuk diperbaiki
8 |Memeriksa SPP dan SPM Gaiji. Jika setuju, Draft SPP dan SPM LS 30 Menit |Draft SPP dan
memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Gaji SPM LS Gaji
Badan. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk
diperbaiki
9 |Memeriksa SPP dan SPM Gaiji. Jika setuju, Draft SPP dan SPM LS 20 Menit |SPP dan SPM Gaiji
menandatangani. Jika tidak setuju, Gaji
dikembalikan untuk diperbaiki
10 |Menugaskan Kepala sub bagian untuk SPP dan SPM Gaiji 10 Menit |SPP dan SPM Gaiji
menindaklanjuti SPP dan SPM Gaji yang telah
disahkan
11 |Memerintahkan Bendahara untuk SPP dan SPM Gaji 10 Menit [SPP dan SPM Gaji
menindaklanjuti SPP dan SPM Gaji yang telah
disahkan
12 |Mendokumentasikan dan mengarsipkan SPP SPP dan SPM Gaiji 20 Menit |SPP dan SPM
dan SPM Gaiji Pegawai Gaiji, bukti
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP 06 Tahun 2024

Tanggal Pembuatan 14 Agustus 2020

| Tanggal Revisi 23 Oktober 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Ti urf

Drs.Benhard Menoh, MT
Pembina Tingkat |
NIP. 19720512 199101 1 001

Judul SOP Penyusunan Laporan Tahunan Keuangan di Badan Keuangan Daerah

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan Laporan Keuangan
2. Memahami tata Naskah Dinas.
3. Memahami Sistematika Penyusunan laporan

Daerah
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK
2 SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer/laptop dan printer
3 SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester Keuangan di Badan Keuangan Daerah. 3. Printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan tahunan tidak dipatuhi maka akan berdampak pada
ketidaktepatan waktu penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan . g Analis laporan Pengadministrasi Ket
Sekretaris Badan | Kepala sub Bagian Keuangan Keuangan Kepala Badan Keuangan Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. |[Menugaskan Kepala Sub Bagian Keuangan untuk Agenda Kerja 15menit  |Disposisi
mempersiapkan konsep laporan tahunan. —

2. |Memerintahkan Analis laporan keuangan untuk Disposisi 15menit  |Disposisi
mengumpulkan bahan penyusunan laporan tahunan dari
tiap-tiap bagian.

3. |Mengumpulkan dan menyerahkan bahan penyusunan Disposisi 1 hari Bahan laporan, disposisi
laporan tahunan kepada Kepala sub bagian Keuangan.

4, |Mengonsep laporan tahunan kemudian menyerahkan Bahan laporan, 2 hari Konsep laporan, disposisi
kepada Sekretaris badan disposisi

5. |Memeriksa konsep laporan tahunan. Jika setuju Konsep laporan, 2 jam Draf laporan, disposisi
menyampaikan kepada Kepala Badan. Jika tidak setuju Tidek disposisi
mengembalikan kepada Kepala sub bagian untuk
diperbaiki

6. |Memeriksa draft laporan tahunan. Jika setuju Draf laporan, 1 jam Laporan, disposisi
menandatangani dan menyerahkan kepada Seketaris Tidak disposisi.
Badan. Jika tidak setuju mengembalikan kepada
Sekretaris Badan untuk diperbaiki.

7. |Menyerahkan laporan tahunan kepada Kepala Sub Laporan, disposisi 10 menit  |Laporan, disposisi
Bagian

8 |Menyerahkan laporan tahunan kepada Pengadministrasi Laporan, disposisi 10 menit  |Laporan, disposisi
Keuangan untuk ditindaklanjuti.

|

9 |Mendistribusikan dan mendokumentasikan Laporan Laporan, disposisi 2menit  |Laporan tahunan Badan

tahunan. Keuangan Daerah, bukti
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP 07 Tahun 2024
‘T__a_rlggal Pembuatan 14 agustus 2020

anggal Revisi 23 Oktober 2024
Tanggal Efektif _

isahkan oleh PIt. Kepala Badan Keuangan Daerah

\WProvinsi Nusa Tenggara Timur, li
NIP. 19720512 199101 1 001
Judul SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester Keuangan Badan
ngan Daera

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK.
2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer.
3. Printer.
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan Bulanan, Triwulan, dan Semester
tidak dipatuhi maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Tahap Kegiatan Kepala sub Analis laporan pengadministrasi Ket
Sekretaris badan baglan keuangan Kepala Badan keuangan Kelengkapan | Waktu Output
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Menugaskan kepala sub bagian untuk mempersiapkan Agenda Kerja 15 menit |Disposisi
konsep laporan.
Menugaskan Analis laporan keuangan untuk mengumpulkan Disposisi 15 menit |Disposisi
bahan atau data dukung penyusunan laporan dan menyusun
konsep laporan,
Mengumpulkan bahan atau data dukung kemudian menyusun Disposisi 2hari  |Bahan laporan, disposisi

konsep laporan dan menyampaikan kepada kepala sub
bagian

Memeriksa konsep laporan. Jika setuju menyampaikan Bahan laporan 2jam |Konsep laporan,

kepada Sekretaris. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Ya /\ disposisi disposisi

analis laporan keuangan untuk diperbaiki. Tidak

Memeriksa konsep laporan. Jika setuju menyampaikan ; Konsep laporan 1jam |Draf laporan, disposisi

kepada kepala badan keuangan daerah. Jika tidak setuju ™ Tidak disposisi

dikembalikan kepada Kepala Sub bagian untuk diperbaiki.

I Ya .

Memeriksa draft laporan. Jika setuju menandatangani dan Tidak Dl fasocmn. Timn:  (apanmdapiot

menyerahkan kepada Sekretaris Badan.Jika tidak setuju

mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki. Ya

Menyerahkan laporan kepada Kepala Sub bagian untuk Laporan disposisi | 10 menit |Laporan disposisi

didokumentasikan.

Menyerahkan laporan kepada pengadministrasi keuangan Laporan disposisi | 10 menit |Laporan disposisi

untuk didokumentasikan. 1

Mendistribusikan dan Mendokumentasikan Laporan. - Laporan disposisi | 20 menit |Laporan bulanan,
triwulan dan semester,

bukti dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP 08 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan 14 agustus 2020
Tanggal Revisi 23 Oktober 2024
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Pit. Kepala Badan Keuangan Daerah
{Provinsi Nusa Tenggara Tjntur,
Drs.Benhard Menoh, MT
" Pembina Tingkat |
NIP. 19720512 199101 1 001
J Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas
udul SOP
Laporan Keuangan Badan keuangan Daerah

Dasar Hukum :

Kualiflkasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah

6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

~

1 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan Laporan Keuangan
2 Memahami tata Naskah Dinas

3 Memahami Sistematika Penyusunan laporan

Daerah
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK 3. Telepon/Faxmail
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer/laptop dan printer 4, Printer
Pencatatan dan Pendataan :

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka tidak bisa mengajukan GU/TU dan rekonsiliasi laporan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Menugaskan Sekretaris badan untuk Disposisi surat Smenit |Disposisi surat
penyusunan Laporan Keuangan Badan
Memerintahkan Kepala Sub bagian untuk Disposisi surat 5Menit  |Disposisi surat
menyusun Laporan Keuangan Badan
Memerintahkan Bendahara untuk menyiapkan Disposisi surat Smenit |Disposisi surat
Laporan Keuangan Badan
Mengumpulkan data pendukung Laporan Format 3hari  [Format penyusunan,
Keuangan Badan penyusunan, laporan fungsional,
laporan BKU
fungsional, BKU
Mengevaluasi data pendukung Laporan Format 2hari  |Draf laporan
Keuangan tahunan Badan Keuangan Daerah penyusunan, fungsional dan
dan menugaskan Analis laporan keuangan laporan laporan administratif
untuk membuat laporan keuangan tahunan fungsional, BKU
Melaksanakan penginputan laporan keuangan Draf laporan 3jam  |Draf laporan
tahunan Badan Keuangan Daerah dan fungsional dan fungsional dan
menyerahkannya ke Kepala sub bagian laporan laporan administratif
administratif
Memeriksa konsep laporan keuangan tahunan Draf laporan 2jam  |Draf laporan
Badan Keuangan Daerah, apabila setuju fungsional dan fungsional dan
memaraf dan melanjutkan kepada sekretaris, b L laporan laporan administratif
apabila tidak setuju dikembalikan kepada administratif

analis laporan keuangan untuk diperbaiki




Draf laporan

8 |Mengoreksi konsep dokumen Laporan 2] Draf laporan 1 Jam
Tahunan Badan Keuangan Daerah, apabila fungsional dan fungsional dan
setuju memaraf dan melanjutkan kepada Tidak laporan laporan administratif
Kepala Badan, apabila tidak setuju administratif
dikembalikan kepada Kepala Sub Bagian
untuk diperbaiki
9 |Memeriksa dan Menandatangani konsep Draf laporan 1Jam |Draf laporan
dokumen Laporan Tahunan Badan Keuangan fungsional dan fungsional dan
Daerah laporan laporan adminisfratif
administratif
10 |Menggandakan, mengarsipkan dan Draf laporan 20 menit |Laporan Realisasi
mendokumentasikan Laporan Realisasi fungsional dan Anggaran, Neraca
Anggaran, Neraca dan CALK Badan Keuangan laporan dan CALK Badan
Daerah administratif Keuangan Daerah
dan bukti
Dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP 09 Tahun 2024
| Tanggal Pembuatan 14 agustus 2020
| Tanggal Revisi 23 Oktober 2024
| Tanggal Efektif
Disahkan oleh Pit. Kepala Badan Keuangan Daerah
W Provinsi Nusa Tenggara Timu
rs.Benhard Menoh, MT
" Pembina Tingkat |
NIP. 19720512 199101 1 001
Judul SOP Pengajuan SPP LS dan SPM Barang dan Jasa

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-Kaidah
Pengelola Keuangan Yang Sehat Dalam Pemerintahan

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Oberasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenaaara Timur.
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Daerah

8. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penatausahaan,
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Dan Penyampaiannya Serta Penerbitan Surat Perintah
Membayar Dan Surat Perintah Pencairan Dana

1 Memahami peraturan perundang-undangan
2 Menmiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan

3 Menmiliki kemampuan dalam membuat SPP LS Barang dan Jasa

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penerbitan SPM UP/GU/TU/LS

1. ATK

2. Komputer/laptop dan printer

3. Surat Perjanjian Kerja (kontrak), SPK

4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
5. Faktur pajak dan Biling PPN dan PPH

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Pengajuan SPP LS Barang dan Jasa tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat
pelaksanaan kegiatan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPP dan SPM




Menyiapkan dokumen endukung SPP LS

Doumen

Draft SPP LS

F

Barang dan Jasa dan menyampaikan kepada kontrak/SPK dan Barang dan Jasa
verifikator keuangan untuk diverifikasi Berita Acara

Memverifikasi kelangkapan dokumen SPP LS Draft SPP LS 1Jam |Draft SPP LS
Barang dan Jasa . Jika setuju, menyampaikan Barang dan Jasa Barang dan Jasa
kepada Bandahara pengeluaran. Jika tidak Ya

setuju, dikembalikan untuk diperbaiki

Memverifikasi usulan draft SPP LS Barang dan Draft SPP LS 1Jam |Draft SPP LS

Jasa beserta kelengkapan dokumen. Jika Tidal Barang dan Jasa Barang dan Jasa
setuju, memaraf dan menyampaikan kepada e yang telah

Kepala sub bagian. Jika tidak setuju, diverifikasi
dikembalikan untuk diperbaiki

Memeriksa kelengkapan dokumen draft SPP Draft SPP LS 2Jam |Draft SPP LS dan
LS Barang dan Jasa serta membuat SPM LS. Tidak Barang dan Jasa SPM LS Barang dan
Jika setuju, memaraf dan menyampaikan Ya yang telah Jasa

kepada Sekretaris Badan. Jika tidak setuju, diverifikasi

dikembalikan untuk diperbaiki

Memeriksa dokumen SPP LS Barang dan Tidak Draft SPP LSdan| 1Jam |Draft SPP LS dan
Jasa, SPM LS. Jika setuju, memaraf dan SPM LS Barang SPM LS Barang dan
menyampaikan kepada Kepala Badan. Jika Ya dan Jasa Jasa

tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki

Memeriksa dokumen SPP LS Barang dan Tidak Draft SPPLSdan| 1Jam |SPP dan SPM
Jasa, SPM LS. Jika setuju menandatangani. SPM LS Barang Pengadaan Barang
Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki dan Jasa dan Jasa




Menugaskan Kepala sub bin untuk

Ya

SPP dan SPM

10 Menit

SPP dan SPM

menindaklanjuti SPP LS dan SPM Pengadaan Pengadaan Pengadaan Barang
Barang dan Jasa Barang dan Jasa dan Jasa
Memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk SPP dan SPM 10 Menit |SPP dan SPM
menindaklanjuti SPP LS dan SPM Pengadaan Pengadaan Pengadaan Barang
Barang dan Jasa Barang dan Jasa dan Jasa
Mendistribusikan dan mendokumentasikan SPP dan SPM 1Jam |SPP dan SPM
SPP LS dan SPM Pengadaan Barang dan Pengadaan Pengadaan Barang
Jasa Barang dan Jasa dan Jasa, bukti

dokumentasi
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Judul SOP Evaluasi Kinerja Pegawai Bulanan (SKP Bulanan)

|Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1.
2.

3.

4,

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi

1. Menguasai penggunaan komputer
2. Memahami alur penginputan aplikasi Sikinerja

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

SOP Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
SOP Revisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

SOP Evaluasi Kinerja Pegawai Tahunan (SKP Tahunan)
SOP Penyusunan Laporan Disiplin Pegawai

SOP Penyusunan Laporan Kehadiran Pegawai

1. Komputer/Laptop.
2. Printer

3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai tidak dipatuhi maka akan berdampak pada keakuratan dan keterlambatan
penilaian kinerja ASN untuk periode berikutnya.

Disimpan dalam bentuk data digital pada akun masing-masing Pegawai




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan K
s i .SUb Bagien Pejabat Penilai Kelengkapan Waktu Output s, oo
Kepegawaian dan Umum ASN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Menginformasikan penginputan aktivitas harian pada m Jadwal penginputan 10 Menit  |Pelaksanaan penginputan
aplikasi Sl - Kinerja kepala seluruh ASN
2. |Melakukan penginputan aktivitas harian pada l Catatan aktivitas 30 Menit  |Aktivitas harian yang telah
aplikasi Si-Kinerja diinput
3. |Memverifikasi aktivitas harian yang diinput ASN dan Bukti aktivitas 30 Menit  |Aktivitas harian yang telah
memerintahkan ASN untuk melanjutkan ke tahapan diinput
penginputan selanjutnya
4, |Melakukan pengisian realisasi bulanan beserta link Realisasi bulanan 30 Menit  |Realisasi bulanan beserta
bukti dukung ke google drive dan mengajukan beserta link bukti link bukti dukung yang telah
kepada Pejabat Penilai 1 dukung pegawai yang diajukan
bred akan dinilai
5. [Melakukan penilaian hasil kerja, perilaku kerja dan Realisasi bulanan 30 Menit  |SKP Bulanan yang telah
menetapkan rating hasil kerja pegawai beserta link bukti dinilai
dukung pegawai yang
akan dinilai
6. |Mendapatkan predikat kinerja bulanan SKP Bulanan yang telah 5 Menit SKP Bulanan yang telah
@ dinilai mendapat predikat kinerja
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Judul SOP Evaluasi Kinerja Pegawai Tahunan (SKP

Tahunan)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

1. Menguasai penggunaan komputer
2. Memahami alur penginputan aplikasi Sikinerja

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penetapan SKP 1. Komputer/Laptop.
2. SOP Revisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2. Printer.
3. SOP Evaluasi Kinerja Pegawai Bulanan (SKP Bulanan) 3. ATK.
4, SOP Penyusunan Laporan Displin Pegawai
5. SOP Penyusunan Laporan Displin Pegawai
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai tidak dipatuhi maka akan berdampak pada
keakuratan dan keterlambatan penilaian kinerja ASN untuk periode berikutnya.

Disimpan dalam bentuk Hardcopy dan Softcop y di Sub Bagian Kepegawaian
dan Umum




Pelaksana Mutu Baku
. Kepala Sub Bagian
Tahap Kegiatan K
e Kepegawaian dan ASN Pejabat Penilal i Kelengkapan Waktu Output .
Ui Kepegawaian
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Menginformasikan Penginputan Sasaran Kerja Pegawai kepada Jadwal penginputan 10 Menit  |Pelaksanaan
semua ASN penginputan
Melakukan pengisian realisasi akhir SKP beserta link bukti dukung Bukti aktivitas 30 Menit  |Realisasi akhir
ke google drive dan mengajukan kepada Pejabat Penilai beserta link bukti
dukung yang telah
diajukan

Melakukan penilaian hasil kerja, perilaku kerja dan menetapkan Realisasi tahunan 5 Menit SKP Tahunan yang
rating hasil kerja pegawai beserta link bukti telah dinilai (digital)

dukung pegawai yang

akan dinilai
Melakukan cetak dokumen SKP dan menyerahkan ke Pejabat SKP Tahunan yang 5 Menit Dokumen SKP
Penilai untuk ditandatangani telah dinilai (digital) Tahunan
Menandatangani dokumen SKP Tahunan Pegawai dan Dokumen SKP 10 Menit  |Dokumen SKP
menyerahkan kembali ke Pegawai yang bersangkutan Tahunan Tahunan
Menerima dokumen SKP Tahunan yang telah ditandatangani dan Dokumen SKP 5 Menit Dokumen SKP
menyerahkan 1 rangkap dokumen SKP tersebut ke Pengelola ,;‘ Tahunan Tahunan
Kepegawaian untuk diarsipkan ‘
Menyerahkan dokumen SKP Tahunan yang telah ditandatangani ke Dokumen SKP 5 Menit Dokumen SKP
Pengelola Kepegawaian untuk diarsipkan Tahunan Tahunan
ASN mengarsipkan dokumen SKP Tahunan secara mandiri Dokumen SKP 10 Menit  |Arsip mandiri

Tahunan dokumen SKP

Tahunan
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Judul SOP Penanganan Surat Keluar Badan Keuangan Daerah

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

2025.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaan Birokrasi.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas
3. Menguasai Komputer

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer.
2. ATK

4. Stempel

3. Buku Agenda Surat Keluar

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila surat keluar tidak diproses sesuai SOP maka akan berdampak pada terlambatnya tindaklanjut
surat keluar.

1. Pada agenda surat keluar
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala Sub Bagian Pengadministrasi Keterangan
Kepegawsian & Umum s Sekretaris Badan Kepala Badan Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 B 7 8 9 10
1. |Memerintahkan pengadministrasi untuk menyiapkan bahan Disposisi surat 5 menit Disposisi surat
kelengkapan surat keluar dan menyerahkan kepada Kepala masuk/petunjuk masuk/petunjuk atasan
Sub Bagian. atasan
2. |Menyiapkan bahan kel<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>